PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA
MAHAKAM PROVINS] KALIMANTAN TIMUR
DENGAN

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
DAN
DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA
DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA

NOMOR  :119/18/RSIDAHM TU/2021
NOMOR  :440/11916/100.02
NOMOR :460/260/100.03
NOMOR :045/201/100.18

TENTANG

SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JIWA TERINTEGRASI
BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN KESEHATAN
DAN/ATAU GANGGUAN JIWA TERLANTAR DI KOTA SAMARINDA

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh  Saty, bulan Maret,

tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (31-03-2021), bertempat di Samarinda,
yang bertanda tangan di bawah ini :
I, H.JAYA MUALIMIN : Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma

Husada Mahakam, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Rumah Sakit liwa
Daerah Atma Husada Mahakam Kalimantan
Timur  yang pengangkatannya disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Pravinsi Kalimantan Timur Nomor
821.2/11.2-4461/T UUA/BKD/2020 tanggal 10
Agustus 2020 tentang Surat Perintxah
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Pelaksana Tugas, yang berkedudukan dan
berkantor di Jalan Kakap No. 23, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk
selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini
disebut PIHAK KESATU.

II.  H.ISMID KUSASIH :  Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda,
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Wali Kota Samarinda Nomor
994/554/HK-KS/X11/2019 tanggal 5 Desember
2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan Milono
No. 1, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur untuk selanjutnya dalam Perjanjian
Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

fll.  H.M. RIDWAN TASA :  Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda, yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali
Kota Samarinda * Nomor

821.2/2480-SK/BKD-11.1/2016  tanggal 23
Desember 20164, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota
Samarinda yang berkedudukan dan berkantor
di lalan Dahlia No. 12, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya
dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK
KETIGA.

IV. H.MUHAMMAD DARHAM : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Samarinda, yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor
821.2/5527/300.04/2018 tanggal 27
Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Samarinda yang berkedudukan dan
berkantor di Jalan Balaikota, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya
dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK

KEEMPAT.
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PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara
sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam
menjalankan  kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas,
menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :

a. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerja sama sebagaimana yang
tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Samarinda
dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur
masing-masing Nomor 445.2/13/PERJ-II/KB/2021 dan Nomor
119/17/RSIDAHM/TU/2021 tentang Kerja Sama Kemitraan;

b. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Layanan Umum Daerah milik Provinsi
Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 188.44/K.620/2013 penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada
Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah; dan

c. bahwa PIHAK KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT merupakan Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang menjalankan urusan pemerintahan di
wilayah Kota Samarinda dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda,
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan saling memberikan manfaat serta
kebersamaan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota
Samarinda, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja
Sama tentang upaya pelayanan perawatan, rehabilitasi bagi para Penyandang
Masalah Kesejahteraan Kesehatan/Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar dan
menuangkan pokok-pokok kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK
sepakat untuk bekerjasama, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

»
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama
Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 371);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2011 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 35);

7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.620/2013 Tentang
Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerash Atma Husada Mahakam Provinsi
Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah; ¥

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama
Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 5);

9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Pemerintah Kota Samarinda dengan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur
masing-masing Nomor 445.2/13/PERJ-II/KB/2021 dan Nomor
119/17/RSIDAHM/TU/2021 tentang Kerja Sama Kemitraan;
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10. Surat Kuasa Wali Kota Samarinda Kepada Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota
Samarinda, Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda, dan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Samarinda Nomor 066/043/011.02 tanggal 31 Maret 2021
Untuk menandatangani dan sekaligus sebagai penanggungjawab secara teknis
pelaksanaan kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan Dinas
Sosial Kota Samarinda dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda tentang
Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa Terintegrasi Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Kesehatan Dan/Atau Gangguan Jiwa Terlantar Di Kota Samarinda.

Pasal 2
ISTILAH DAN PENGERTIAN

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka
pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai
berikut :

1. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam adalah rumah Sakit Jiwa milik
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang statusnya merupakan Badan
Layanan Umum.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Samarinda.

4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Samarinda.

5. SIHATI adalah singkatan dari Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa Terintegrasi.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PMKS
adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi
kesehatannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,
rohani, maupun kesehatan secara memadai dan wajar.

7. Pelayanan Kesehatan dan Rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Kesehatan PMKS/ODGJ/ODMK Terlantar adalah suatu program pemberian
Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi PMKS/ODGJ/ODMK terlantar yang
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda berdasarkan UUD 1945
pasal 34 bahwa Fakir Miskin dan Orang Terlantar dipelihara Negara dalam upaya
mengembalikan fungsi kesehatannya.
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8. Orang Dengan Gangguan liwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah seseorang
yang menderita gangguan jiwa baik tahap ringan sampai berat, yang
memerlukan perawatan maupun pengobatan secara rutin pada Institusi
pelayanan kesehatan jiwa.

9. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang
yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan,
dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

10. Orang Terlantar adalah warga masyarakat yang tidak memiliki identitas serta
keluarga di Samarinda.

11. Surat Rujukan adalah surat pengantar perawatan dari Pemberi Pelayanan
Kesehatan tingkat Pertama ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang.

12. Surat Jaminan Pembiayaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Kesehatan yang tidak mampu, tidak
memiliki identitas dan Terlantar.

13. Surat Keterangan Domisili adalah surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan dimana
PMKS Terlantar bertempat tinggal.

14. Berita Acara Serah Terima adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepoﬁsién/Satpol
PP/Rumah Sakit yang menemukan PMKS terlantar yang perlu mendapatkan
pelayanan rehabilitasi/perawatan kesehatan.

15. Hari Rawat adalah lamanya PMKS/ODGJ/ODMK dirawat, yang jumlahnya
dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal
keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal
keluar/meninggal adalah sama maka dihitung satu hari rawat.

16. Rumah singgah/panti rehabillitasi adalah rumah sementara bagi ODGJ/ODMK
terlantar/tidak memiliki rumah/keluarga yang disiapkan oleh Dinas Sosial Kota
Samarinda setelah selesai perawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada
Mahakam.

't

Pasal3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK
dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam Sistem Pelayanan
Kesehatan Jiwa Terintegrasi.
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{2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terciptanya sistem pelayanan

kesehatan jiwa terintegrasi bagi penyandang masalah kesejahteraan kesehatan
dan/atau orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Samarinda.

Pasal 4
OBIJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek kerja sama dalam perjanjian ini adalah PMKS/ODGI/ODMK masyarakat
Kota Samarinda.

(2) Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah program dan kegiatan
penanggulangan masalah kesehatan jiwa yang meliputi pendataan/surveilans
PMKS/ODGJ/ODMK, pemberian pelayanan evakuasi, preventif, promotif, kuratif
serta rehabilitasi kepada PMKS/ODGJ/ODMK.

Pasal 5
PROGRAM PARA PIHAK

Program PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Program PIHAK KESATU adalah preventif, promotif, kuratif dan rehabilitési tingkat
lanjut.

2. Program PIHAK KEDUA adalah preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi tingkat
dasar.

3. Program PIHAK KETIGA adalah pendataan dan pendaftaran PBI BPJS Kesehatan
untuk PMKS/ODGI/ODMK.

4. Program PIHAK KEEMPAT adalah evakuasi PMKS[ODGJ/ODMK.

PASAL 6
HAK DAN KEWAIIBAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK mempunyai hak dan
kewajiban sebagai berikut :
1. Hak PIHAK KESATU :
a. mendapat pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA apabila
PMKS/ODGJ/ODMK tidak terdaftar dalam PBI BPJS Kesehatan; dan

b. dapat ikut serta melakukan patroli keliling bersama PIHAK KEEMPAT.

ARAF PIHAX KEEMPAT : PARAF ;&i'AK KETIGA : PARAF vtxzoun :
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2. Hak PIHAK KEDUA :
a. mendapatkan data dan informasi tentang PMKS/0DG)
KESATU, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT; dan

b. mendapatkan jaminan PMKS/ODGJ/ODMK masuk terdaftar
Kesehatan dari PIHAK KETIGA.

/ODMK dari PIHAK

sebagai PBI BPJS

3. Hak PIHAK KETIGA :

a. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KESATU

tentang
PMKS/ODGIJ/ODMK; dan

b. mendapatkan bantuan evakuasi dan pengantaran PMKS/ODGJ/ODMK dari
PIHAK KEEMPAT ke PIHAK KESATU.

4. Hak PIHAK KEEMPAT : .

a. mendapatkan data dan informasi tentang PMKS/ODGI/ODMK yang akan
dievakuasi dari PIHAK KETIGA; dan

b. mendapatkan pelayanan dari PIHAK KESATU terhadap PMKS/ODGJ/ODMK
yang dievakuasi dan diantar.

5. Kewajiban PIHAK KESATU :

a. memberikan Pelayanan Kesehatan bagi PMKS/ODGJ/ODMK terlantar hasil
evakuasi dari PIHAK KEEMPAT: dan

b. memberikan surat keterangan PMKS/ODGJ/ODMK yang dirawat kepada PIHAK
KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT untuk mendapatkan jaminan

pelayanan kepada pasien yang tidak mempunyai kepesertaan PBI BPJS
Kesehatan;

c. memberikan kemudahan pelayanan terhadap program PIHAK KEDUA, PIHAK
KETIGA dan PIHAK KEEMPAT; dan

d. melaksanakan tindakan medis sesuai dengan standar operasional prosedur

berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah
Atma Husada Mahakam.

~
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6. Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. memberikan kegiatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi tingkat dasar
kepada PIHAK KESATU;

b. mengeluarkan surat jaminan pembiayaan dan melakukan pembayaran biaya
pelayanan kesehatan apabila PMKS/ODGJ/ODMK warga Kota Samarinda yang
tidak terdaftar dalam PBI BPJS Kesehatan kepada PIHAK KESATU; dan

¢. menindaklanjuti program rujuk balik yang direkomendasikan oleh PIHAK
KESATU.

7. Kewajiban PIHAK KETIGA :

a. memberikan jaminan PMKS/ODGJ/ODMK masuk terdaftar sebagai PBI BPJS
Kesehatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada PIHAK
KEDUA;

b. memberikan surat keterangan terlantar bagi PMKS/ODGI/ODMK vyang
terlantar atau tidak memiliki keluarga yang akan dilakukan perawatan pada
PIHAK KESATU; dan

c. bersama PIHAK KEEMPAT melakukan pengantaran dan penjemputan terhadap

PMKS/ODGJ/ODMK yang terfantar atau tidak memiliki keluarga.dari PIHAK
KESATU.

8. Kewajiban PIHAK KEEMPAT :
a. dapat melakukan evakuasi, pengantaran dan penjemputan terhadap
PMKS/ODGJ/ODMK yang terlantar atau tidak memiliki keluarga dari PIHAK
KESATU tanpa dan atau bersama PIHAK KETIGA: dan

b. dapat mengikutsertakan PARA PIHAK dalam melakukan patroli
PMKS/ODGJ/ODMK dalam wilayah Kota Samarinda.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab,

fungsi dan kewenangannya, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan terlebih
dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan mendapatkan
persetujuan dari salah satu PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut sampai
dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak memberikan tanggapan atau
jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuan dan karenanya
Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan salah satu
PIHAK yang menghendaki diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini harus
memberitahukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender
sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dan apabila salah satu PIHAK
yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya
Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki tidak memberi tanggapan/jawaban,
maka dianggap telah memberikan persetujuannya dan karenanya Perjanjian
Kerja Sama ini menjadi berakhir. :

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang
tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terkait
ketentuan waktu seperti disebutkan pada Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Ini danfatau tidak dapat
diperpanjang lagi atau karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana ayat (3)
atau ayat (4) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak
mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan
terlebih dahulu sebagai bagian dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
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